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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Pada saat ini marak tentang kasus terjadinya penyelundupan satwa langka 
yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, hal ini dipicu 
karena keuntungan yang diperoleh seperti halnya sirip hiu, burung kakatua 
jambul kuning, cangkang kerang dan masih banyak hewan langka lainnya. 
Perdagangan satwa liar yang dilindungi masih marak terjadi karena hukuman 
yang ringan disertai denda yang sedikit membuat para pelaku belum merasakan 
efek jera sehingga masih saja terus melakukan hal yang sama. 
Banyaknya satwa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia 
menunjukkan bahwa merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya 
baik hayati maupun non hayati, salah satu kekayaan alam Indonesia dapat 
dilihat dari banyaknya jenis tumbuhan dan satwa yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. Meskipun memiliki banyak satwa dan tumbuhan yang 
beraneka ragam, namun Indonesia dikenal juga sebagai Negara yang memiliki 
beberapa satwa dan tumbuhan yang terancam punah dan semakin hari semakin 
jumlahnya sedikit. 
 Penyelundupan satwa langka yang dilindungi di Indonesia masih terbilang 
tinggi, hal yang membuat maraknya penyelundupan masih terus saja terjadi 
salah satunya yakni disebabkan masih kurang tegasnya Undang-undang yang 
tidak membuat pelaku jera dan terus saja mengulangi perbuatannya, hal inilah 
yang membuat penyelundupan satwa langka masih terus terjadi yang ada 
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disetiap tahunnya. Apalagi teknologi yang semakin maju sehingga para pelaku 
dengan mudah mengelabui petugas terutama Kepolisian setempat. 
 Di Indonesia memang memiliki ketertarikan tersendiri pada sumber daya 
alamnya yakni memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat 
beragam. Sehingga banyak orang yang memburu fauna langka yang ada tetapi 
tidak melestarikannya dengan baik malah menangkap dan membunuhnya 
hanya untuk mendapatkan keuntungan saja serta kurangnya kesadaran untuk 
dapat menjaga populasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. 
 Tidak terbayangkan jika suatu saat nantinya tidak ada lagi ikan serta 
mamalia lainnya yang ada di laut, burung-burung yang indah berterbangan 
ataupun fauna lainnya karena mereka semua sudah punah semua. Karena fauna 
memiliki fungsi untuk dapat menyeimbangkan ekosistem alam dan jika salah 
satu punah maka nantinya akan dapat memutus rantai makanan dan membuat 
habitat yang ada di alam rusak dan tidak dapat terkendali. Walupun telah diatur 
dalam Undang-undang, namun tidak sedikit yang menghiraukan larangan ini 
dengan berbagai macam alasan seperti sekedar hobi maupun untuk kepentingan 
ekonomi.  
 Semakin tahun teknologi semakin canggih saja sehingga banyaknya 
modus-modus baru yang muncul seperti iklan-iklan di Internet melalui e-
commerce yang  membuat para pedagang sudah menggunakan fasilitas-fasilitas 
tersebut dengan mudah. Perdagangan tumbuhan langka ini berlangsung seperti 
dalam jual beli online lainnya dimana para pembeli hanya tinggal mengirim 
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dan menstranfer sejumlah uang dan nantinya tumbuhan ataupun satwa yang di 
inginkan oleh pembeli akan langsung dikirim. 
Dalam waktu dekat yakni yang terjadi pada awal tahun 2017 ini, 
Kepolisian mengamankan 100 satwa aneka jenis yang dilindungi dari Papua 
dan dibawa dengan kapal. Sebanyak 100 satwa diamankan diantaranya yakni 
40 ekor Bayan, 8 ekor Gagak, 9 ekor Nuri, 5 ekor Kakatua Jambul Kuning, 4 
ekor Kanguru Walibi, 9 ekor Nuri Kepala Hitam, 6 ekor burung Cendrawasih, 
7 ekor Jagal, 1 ekor Kakatua Raja, 1 ekor Bimoli dan 3 ekor Landak. Mengenai 
kepemilikan satwa liar di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya, dimana pasal 21 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang 
dilarang untuk: 
a. Menangkap,melukai,membunuh,menyimpan,memiliki,memelihara, 
mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 
hidup. 
b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan 
satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. 
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 
tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 
d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-
bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 
bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 
e. Mengambil,merusak,memusnahkan,memperniagakan,menyimpan atau 
memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.1 
 
Walaupun telah diatur dalam Undang-undang, namun banyak oknum 
yang tidak menghiraukan larangan ini dengan berbagai macam alasan seperti 
sekedar hobi memelihara saja, maupun untuk kepentingan ekonomi. Pada 																																																								
1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya 
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tahun 2017 dengan makin maraknya teknologi canggih sosial media sehingga 
banyak modus-modus yang muncul seperti iklan yang ada di internet melalui e-
commerce membuat para pedagang dengan mudah melancarkan bisnisnya 
tanpa diketahui oleh petugas. Perdagangan satwa liar ini berlangsung dengan 
jual beli online, pada umumnya para pembeli hanya tinggal mengirim dan 
mentransfer sejumlah uang dan nantinya satwa yang di inginkan pembelinya 
akan dikirim. 
Cara memindahkan satwa-satwa dalam proses penyelundupan jika satwa 
liar yang mungkin juga binatang buas yakni dengan cara dibius. Para 
pelaku usaha biasanya sudah paham berapa lama durasi bius dan waktu 
perjalanan yang diperlukan. Binatang-binatang yang diselundupkan 
menggunakan modus ada yang bermacam-macam ada yang dimasukkan 
ke dalam pipa paralon, kantung-kantung makanan, termos, koper serta 
ada yang menggunakan tas laptop untuk mengelabui para petugas 
keamanan inilah yang seringkali banyak ditemui.2 
 
Seharusnya jika ada pengiriman satwa atau tumbuhan haruslah dengan 
cara yang benar agar tetap aman dan terjaga kualitasnya seperti yang diatur 
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ada pada pasal 42 yakni: 
1. Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu 
wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke 
luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman 
atau penangkutan. 
2. Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 3 
a. standar teknis pengangkutan; 
b. izin pengiriman; 
c. izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran;  
d. sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang. 																																																								
2 Koran Surya, Jumat, 24 Februari 2017, Polres Perak Gagalkan Pe nyelundupan Ratusan Satwa 
Dilindungi dari Papua, dikutip tanggal 28 Februari 2017 	
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis 
Tumbuhan dan Satwa Liar 
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3. Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib 
memuat keterangan tentang:  
a.  jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa; 
b.  pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan;  
c. identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima   tumbuhan dan 
satwa;  
d.  peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.4  
 
Maka seharusnya para pelaku ini mendapatkan sanksi yang tegas agar 
tidak lagi melakukan kejahatan yang dapat merugikan negara sebagaimana 
yang tercantum pada pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya serta 
pasal 25 ayat (2) Ordonansi Bea. Perbedaan pokok Pasal 40 ayat (2) dan (4) 
terletak pada unsur subjektif yakni sengaja dan kelalaian. 
Dengan maraknya kasus penyelundupan satwa langka dan masih 
kurangnya penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelaku maka 
berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum 
yang berjudul “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM 
PERNIAGAAN TANPA IJIN TERHADAP SATWA LANGKA YANG 
DILINDUNGI DI INDONESIA”. 
 
 
 
 
 
 																																																								
4 Ibid, hal 4 
	 6	
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum memperniagakan satwa 
langka dilindungi yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya? 
2. Sejauh mana regulasi yang ada saat ini mampu menjerat pelaku tindak 
pidana perniagaan satwa langka tanpa ijin yang ada di Surabaya? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini dibuat adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum memperniagakan 
satwa langka dilindungi yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya. 
2. Untuk mengetahui regulasi yang ada saat ini mampu menjerat para pelaku 
tindak pidana perniagaan satwa langka tanpa ijin yang ada di Surabaya. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Berdasarkan dari hasil penelitian ini, nantinya diharapkan akan membawa 
manfaat akademis dengan memberikan wawasan atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dari penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum, 
khususnya tindak pidana penyelundupan satwa langka selain itu juga untuk: 
1. Manfaat Teoritis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai 
penegakan hukum tentang penyelundupan satwa langka yang di lindungi 
	 7	
yang sering terjadi. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.  
2. Manfaat Praktis 
Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas 
mengenai penyelundupan satwa langka yang dilindungi agar tidak lagi 
melakukan hal tersebut karena berdampak pada lingkungan sekitar yang 
mengakibatkan kepunahan bagi satwa-satwa yang ada dan akan mendapat 
sanksi yang sesuai dan telah di atur dalam Undang-undang. Serta untuk 
penulis, memenuhi persyaratan wajib untuk menjadi Sarjana Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan sarana 
mengembangkan pikiran, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 
tentang implementasi penegakan hukum memperniagakan satwa langka 
yang dilindungi. 
 
E. KEGUNAAN PENELITIAN 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan hukum 
yakni: 
1. Bagi penegak hukum hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
wawasan penegak hukum yang berkaitan dengan penyelundupan satwa 
langka yang dilindungi. 
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang yakni diharapkan dapat 
memberikan suatu pemikiran bagi ilmu hukum di Fakultas Hukum 
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Universitas Muhammadiyah Malang yang khususnya mengenai 
implementasi penegakan hukum memperniagakan satwa langka yang 
dilindungi yang akan berguna bagi penegakan hukum dan pengembangan 
ilmu hukum. 
3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
masyarakat dalam memahami tindak pidana penyelundupan terhadap 
satwa langka yang dilindungi, sehingga tidak lagi ada penyelundupan 
satwa yang dilindungi terjadi lagi. 
 
F. METODE PENULISAN 
Dalam penulisan hukum ini menggunakan beberapa metode penelitian 
untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga memudahkan analisis 
dan pengambil sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawaban. 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian 
hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat 
hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat artinya suatu penelitian 
yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan sekitar 
dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang 
kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada 
akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).5  
 
																																																								
5 A Manabung, Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, eprints.ung.ac.id 
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2. Lokasi Penelitian 
Guna mendapatkan data-data relevan dan akurat serta untuk menunjang 
hasil penelitian ini maka penulis akan melaksanakan penelitian ini dengan 
mengambil lokasi di Polres Tanjung Perak Surabaya yang beralamat di Jalan 
Kalianget No.1 Tanjung Perak – Surabaya dengan pertimbangan bahwa banyak 
terjadi kasus perniagaan satwa langka yang ada di Surabaya dan kasus ini 
sudah ketiga kalinya terjadi, sehingga penulis meneliti di tempat tersebut dan 
alasan pemilihan lokasi tersebut adalah penulis nantinya akan mendapatkan 
data yang akurat serta informasi-informasi guna melengkapi bahan penulisan 
hukum. Dan juga untuk dapat mengetahui bagaimana  petugas Kepolisian  
dalam menanggulangi perniagaan fauna langka tanpa ijin yang sering terjadi di 
Surabaya serta apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dan upaya apa 
yang dilakukan untuk mengurangi hal tersebut. 
3.  Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai 
berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, 
yaitu: Polres Tanjung Perak Surabaya yang terletak di Jalan Kalianget 
No.1 Tanjung Perak - Surabaya, penelitian ini dilakukan dengan cara 
melakukan wawancara kepada Satreskrim Polres Tanjung Perak Surabaya 
yang pada saat itu bertugas untuk menangani kasus penyelundunpan satwa 
langka yang dilindungi yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak dan 
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pihak-pihak yang di wawancara. Dari data primer dilakukan dengan cara 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menangani kasus 
tersebut. Adapun sumber data yang nantinya akan diperoleh dari 
wawancara di Polres Tanjung Perak Kota Surabaya di bagian BANIT II 
Krimsus Sat Reskrim tentang jumlah dan satwa apa saja yang menjadi 
bahan perniagaan satwa langka yang terjadi di Surabaya.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari studi 
kepustakaan dengan mempelajari, memahami buku-buku, literature 
jurnal, karya ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, serta 
berbagai sumber data lainnya sebagai penunjang penelitian ini dan 
terkait dengan masalah yang akan dibahas diantaranya: 
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 
4. Data-data yang terkait dengan perdagangan satwa yang 
dilindungi 
5. Artikel-artikel terkait tentang penyelundupan satwa langka 
yakni majalah, koran, internet 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data primer, dalam penelitian ini menggunakan 
metode: 
a. Wawancara 
 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan si penjawab atau responden. Adapun pihak-pihak yang 
diwawancarai atau yang menjadi responden dari penelitian  ini dalam hal 
peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa subyek yang terlibat 
langsung dalam hal penanganan kasus tersebut dimana subyek yang akan 
diwawancara oleh peneliti yaitu: 
1. AKBP Ronny Suseno  
2. AKP Ardian Satria 
3. AIPTU Sumali 
4. Putu Vijaya, S.H (Banit II Krimsus Sat Reskrim) 
5. Lutfi Rahman, S.H (Banit II Krimsus Sat Reskrim)  
 
b. Dokumentasi 
 Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk 
memperoleh data primer yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal 
ini yaitu arsip tertulis yang diperoleh dari instansi tempat penelitian yang 
dilakukan. Instansi yang akan dituju untuk mendapatkan data tersebut 
yakni Polres Tanjung Perak Surabaya. 
	 12	
 
5. Teknik Analisa Data 
 Seluruh data yang terkumpul dianalisi menggunakan analisis 
deskriptif kualiatif kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan penelitian hukum. Penelitian-penelitian kualitatif yakni 
penelitian-penelitian tersebut harus mampu menjelaskan secara cukup rinci 
tentang metode-metode dan prosedur-prosedur untuk kemungkinan 
peniruan (replikasi) penelitian.6 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data secara 
deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh hasil penelitian baik 
wawancara atau interview, dokumentasi, studi pustaka. Dimana dalam 
metode analisis deskriptif kualitatif yakni menjabarkan atau menguraikan 
dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan mengenai persoalan yang 
dikaji. 
 
I. SISTEMATIKA PENELITIAN 
 Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis membagi dalam empat 
bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan untuk 
mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 																																																								6	Hartono. 2002. Bagaimana Menulis Tesis “Petunjuk Komperehensif tentang Isi dan Proses”. 
Malang. UMM Press. Hal 78 
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Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka 
teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. Dalam hal ini penulis 
menjelaskan tentang pentingnya masalah tersebut diteliti. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang kajian-kajian teori hukum yang mendukung 
penulisan dalam menulis skripsi terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis 
yaitu tentang penyelundupan fauna langka. Bab ini berpangkal pada kerangka 
pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dan berbagi sumber 
lainnya yang mendukung dalam penelitian ini, bab ini secara umum berisi hal-hal 
yang berhubungan dengan penyelundupan fauna langka. 
 
BAB III PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan pembahasan dari permasalahan yang diangkat serta 
menyelaraskan berdasarkan kenyataan yang ada pada objek yang diteliti (yang 
terjadi) dan dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tinjauan yuridis 
sosiologis tentang Implementasi Penegakan Hukum Perniagaan Tanpa Ijin 
Terhadap Satwa Langka Yang Dilindungi. 
 
BAB IV PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi 
kesimpulan dari pembahasan bab yang sebelumnya dan berisikan saran penulis 
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dalam menanggapi permasalah yang diteliti serta dapat dijadikan masukan 
terhadap pihak-pihak yang terlibat. 
 
 
 
 
 	
